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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dan Allah telah 

menundukkan semesta ini untuk kepentingan manusia.1Sebagai khalifah 

adalah menjadi kewajiban manusia untuk membangun dunia ini dan untuk 

mengeksploitasi sumber-sumber alamnya dengan cara yang adil dan sebaik-

baiknya. Secara sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk 

menyukupi segala kebutuhannya, salah satu bentuk dari hubungan sosial itu 

adalah jual beli, dalam proses produksinya, sering kali para pelaku usaha atau 

produksi tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan 

kepada konsumen. Diantara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut 

adalah penggunaan bahan yang tercemar, atau mengandung bahan kimia 

yang dapat merugikan atau membahayakan jiwa manusia. 

 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, 

baik yang dioalah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan 

pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyimpanan, 

pengolahan dan pembutan makanan atau minuman. Pangan olahan adalah 

                                                           
1Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 7. 
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makanan atau minuman hasil proses dengan cara dengan cara atau metode 

tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.2 

 Istilah pangan atau food dalam bahasa Inggris dituliskan dua bagian 

satu berarti manusia atau human dan yang lain berarti baik atau good. Hal 

itu berarti bahwa pangan seharusnya bagus, bermutu dan aman bila 

dikonsumsi manusia. Istilah pangan lebih banyak digunkan sebagai istilah 

teknis. Misalnya, teknologi pangan, bukan teknologi makanan, produksi 

pangan bukan produksi makanan, bahan tambahan pangan bukan bahan 

tambahan makanan. Istilah makan digunakan bagi pangan yang telah 

dioalah. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting 

disamping papan, sandang, pendidikan, kesehatan. Karena hal itu tanpa ada 

pangan tiada kehidupan dan tidak ada kebudayaan. 

   Fungsi panganan untuk tubuh sangat penting bagi pertumbuhan dan 

mempertahankan hidup karna makanan merupakan sumber energi untuk 

membangun jaringan tubuh yang rusak serta memelihara pertahanan tubuh 

penyakit. Namun sifat – sifat biologis, kimiawi, atau fisik suatu substansi 

yang terdapat pada makanan atau sifat-sifat makanan itu sendiri yang dapat 

menyebabkan efek yang dapat merugikan manusia, karena makanan dapat 

menjadi media penyebaran penyakit, terutama apabila makanan yang di 

konsumsi adalah makanan yang tercampur zat berbahaya seperti formalin. 

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.18 Tahun 2012, dalam pasal 136 

dan dijelaskan dengan Permenkes No.033 Tahun 2012 tentang pangan bahwa 

                                                           
2Dede Diana, “Definisi-pangan”, dalam http://biotekn.blogspot.com/2013/04/definisi-pangan.html, 

diakses pada 25 Oktober 2016. 

http://biotekn.blogspot.com/2013/04/definisi-pangan.html
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formalin adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan sebaga bahan 

tambahan pangan sehingga sekalipun dikonsumsi dalam jumlah wajar dapat 

menimbulkan penyakit. Agar makanan dapat berfungsi sebagai mana 

mestinya kualitas makanan harus diperhatikan, kualitas tersebut mencakup 

ketersedian zat-zat yang dibutuhkan pada makanan dan pencegahan 

terjadinya kontaminasi zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan 

kesehatan. 

Bagi masyarakat yang serba sibuk dan tidak punya banyak waktu, 

makanan yang siap saji dan praktis sering kali jadi pilihan utama, karena 

Islam adalah agama yang mengatur dan membentengi seluruh aspek kita, 

agar tidak jadi rusak dan sia-sia yang terpenting dalam soal makanan bukan 

hanya lezat, tetapi juga harus sehat dan halal secara syari’ah, sehingga apa 

yang kita makan apat memberikan manfaat dan bukannya merugikan kita 

dunia dan akhirat. Untuk itu, Umat Islam harus waspada terhadap 

perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam produk 

makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang 

haram, proses kehati-hatian ini harus didukung yang menandai yang di 

berikan oleh pemerintah dengan perangkat Undang-Undang dan lembaga 

yang mengurusi ini.3 

Salah satu contoh kasus yang pernah diadili karna melakukan tindak 

pidana penambahan formalin kedalam makanan di Kabupaten Magelang. 

Dalam kasus tersebut terdakwa yang bernama Daniel Beni Anggara (23 

                                                           
3 Thobieb Al Asyar, Bahaya Makanan Haram, (Jakarta: Al-Mawarimah,2003), 77. 
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tahun) terdakwa melakukan tindak pidana berupa produksi pangan berbentuk 

mie basah yang menggunakan bahan berupa cairan formalin dengan cara: 

Pertama bagian molen yang berupa tepung trigu, tepung tapioca, air, garam, 

londo, pewarna kuning dimasukan kedalam molen pengaduk dengan tujuan 

supaya bahan-bahan tersebut tercampur rata dengan adonan. Kedua, setelah 

bahan baku menjadi adonan kemudian di serahkan ke bagian penggenjot 

dengan alu. Ketiga, bahan yang sudah tercampur kemudian diletakkan diatas 

meja untuk dilakukan penggenjotan menggunakan alu agar adonan menjadi 

kenyal. Setelah kenyal, adonan tersebut kemudian dimasukkan ke alat pres 

untuk menambahkan kekenyalan. Keempat, setelah dari alat pres di 

masukkan ke alat mesin perajangan agar adonan terpisah-pisah menjadi 

bakmi. Setelah itu di serahkan ke bagian masak. Setelah bahan terbentuk 

mejadi mie, kemudian dimasak menggunakan alat wajan besar dengan 

direbus menggunakan air matang selama 10 menit. Pada saat dimasak 

tersebut, kemudian di tambahkan bahan cairan formalin sebanyak tiga 

cathuk ukuran 60 ml untuk 3 kali perebusan tujuannya untuk pengawetan 

mie. Setelah matang, kemudian mie di angkat dan di dinginkan menggunkan 

kipas angin dan dioleskan minyak kacang supaya tidak lengket atau agar 

terpisah, lalu air rebusan tersebut dibuang dan diganti dengan yang baru.4 

Tujuan terdakwa menambahkan formalin dalam pembuatan mie basah 

adalah agar mie tahan lama, tidak mudah busuk dan berbau, sehingga 

terdakwa tidak mengalami kerugian. Padahal, terdakwa mengetahui cairan 

                                                           
4 Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 15/ Pid.Sus/2015/PN.Mgg, 2. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 
 

 

formalin merupakan bahan yang dilarang untuk pembuatan makanan dan 

minuman karna dapat merusak kesehatan manusia. Selain menambahkan 

formalin, terdakwa juga telah menjual dan mengedarkan mie basah yang 

diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang dengan 

menggunakan tambahan berupa cairan formalin tanpa izin dari pihak yang 

berwenang dan dari sifat berbahaya tersebut tidak terdakwa beri taukan 

kepda para pedagang yang membeli mie basah tersebut. 

Oleh karena itu, atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 

dihukum pidana dalam Pasal 136 huruf b jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan.5. 

Menanggapi maraknya peredaran makanan dengan zat yang berbahaya 

itu, bahwa makanan yang mengandung zat berbahaya dan akan menimbulkan 

penyakit, haram untuk dikonsumsi. Lebih lanjut ketua komisi fatwa MUI, 

KH Ma’ruf Amin menyatakan, meskipun suatu makanan diketahui berasal 

dari bahan-bahan yang halal, namun campuran dari makanan tidak diketahui 

secata pasti, dan menyarankan agar masyarakat terutama umat Islam tidak 

mengkonsumsinya.6 

Di dalam negara hukum, Penguasa Negara dapat memberikan jaminan 

kepada masyarakat agar merasa aman dalam beraktifitas sehari-hari, 

kepentingan rakyat banyak. Didalam Negara hukum akan terlihat bahwa 

kedudukan hukum menjadi suppremasi. Hal yang berarti, setiap tindak 

penguasa harus tunduk sesuai dengan hukum demikian juga bagi setiap orang 

                                                           
5 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 
6 Ma’ruf Amin, Makanan Berformalin Haram Dikonsumsi, (Bandung, Sinar Jaya, 2007) 109. 
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tindakannya harus sesuai dengan hukum. Adapun aturan yang mengatur 

tentang larangan penambahan zat berbahaya pada pangan, diatur dalam UU 

No.18 Tahun 2012; setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk 

diedarkan dilarang menggunakan: 

a. Bahan tambahan pangan yang melebihi ambang batas maksimal yang 

diterapkan dan/atau, 

b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambah pangan.7 

Apalagi, dimasa sekarang ini, banyak sekali beredar makanan dan 

minuman yang berbahaya, karena sering ditemukan produk makanan yang 

telah dicampur dengan bahan yang membahayakan kesehatan seperti yang 

terdapat dalam produk mie basah.8 Hal ini merupakan suatu prilaku kriminal 

yang merugikan kesehatan konsumen, sehingga bagi pelaku yang curang 

sebaiknya diberi sanksi yang tegas. 

Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan 

mu’amalat. Perbuatan ini akan mengakibatkan hilangnya rasa saling 

mempercayai antara sesama. Apabila kepercayaan sudah tidak ada di antara 

masyakat, maka rasa syak wasangka, egois dan dendam akan merajalela 

dalam tubuh masyarakat, dan rasa saling tolong menolong pun akan lenyap. 

Padahal kita telah mengetahui bahwa tolong-menolong ini adalah faktor 

terpenting bagi terselenggaranya hubungan mu’amalah yang sehat, dan dapat 

menghantarkan masyarakat ke arah kemajuan. Ada salah satu riwayat yang 

mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di pasar lalu menjumpai 

                                                           
7 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 
8 Afrianti Leni, Pengawet Makanan Alami dan Sintesis: (Bandung. Alfabeta, 2010), 74. 
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tumpukan makanan. Beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan 

tersebut, tiba-tiba terasa tangannya menyentuh sesuatu yang basah dalam 

tumpukan makanan tersebut. Beliau lalu bertanya kepada pedagang makanan 

tersebut: “Apa yang basah-basah ini hai kau yang mempunyai makanan 

ini?”. Apa yang basah-basah ini hai kauu yang mempunyai makanan ini?”. 

Pedagang menjawab: “Wahai Rasulullah, makanan itu terkena air hujan”. 

Mendengar jawabannya itu  

Rasulullah SAW bersabda: 

ن  يَفَ لَيْسَََغَشَََّمَنََْالنَاَّسَ َيَ رَاهَ َكَيََْالطَعامََ َفَ وْقَجَعَلْتَهَ َافََلََ (والترميذيَمسلمَرواه)َم   

Artinya: “Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar bisa dilihat oleh 

pembeli? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku. 

(Hr. Riwayat Muslim)”9 

  

Fungsi mu’amalah pekerjaan yang dikecam oleh Nabi. Siapa saja untuk 

melakukan pekerjaan menipu berarti ia memasuki cara yang berseberangan 

dengan jalan yang dipakai kaum muslimin. Sedangkan Rasulullah mengecam 

pelakunya bukan termasuk golongan muslimin. 10 

Ketentuan-ketentuan bagi umat manusia, pada dasarnya disyariatkan 

Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan dunia, baik dalam maslah 

keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan hukum, manusia memperoleh ketentraman dan kenyamanan, serta 

                                                           
9 Imam Muslim, Shahih Muslim, Hadits No.102, (Lidwah pustaka i-software-kitab Sembilan 

imam) 
10 http://islamiwiki.blogspot.co.id/2012/03/Perbuatan-Menipu-Dalam-Agama islam.html di akses 

pada tanggal 30 November 2016 

http://islamiwiki.blogspot.co.id/2012/03/Perbuatan-Menipu-Dalam-Agama%20islam.html
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kebahagiaan dalam hidupnya, fungsi hukum ini telah dinyatakan secara tegas 

oleh Allah SWT, seperti yang telah jelaskan dalam surah An Nisa’ Ayat 105: 

َّا ٓ لٓ ٓإنِ  نزَّ
َّ
ٓكِتَّ ٓلٓ ٱٓكَّٓإلَِّيٓ ٓنَّا ٓأ ِٓٓبَّ ٱب

ق ِٓلٓ  ا ٓٓلن َّاسِٓٱٓنَّٓبَّيٓ ٓكُمَّٓلتَِّحٓ ٓحَّ ى ٓٓبمَِّ رَّ
َّ
هٓٱٓكَّٓأ ُ َّ لَّآل  ٓتَّكُنٓوَّ

ا ٓل لِٓ  صِٓٓئنِيِنَّٓخَّ  .ايمٓ خَّ

Artinya:‘’Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada mu dengan 

membawah kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 

dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan lah 

 kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena 

(membela) orang-orang yang khianat’’.11 

 

    Para fukaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti 

menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar 

hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, 

memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai 

contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain 

bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, 

melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang 

yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh di atas 

termasuk dalam jari<mah ta’zi <r.12 

Menurut istilah, ta’zi <r didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut: 

هَاَتَشْر عَ َلَمََْبَ ذ ن  وََْعَلَىَبَ َدَ َتأََََوَالت َّعْز يْ رَ  الح د وْدَ َف ي ْ  

 “Ta’zi <r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 

yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.13 

                                                           
11 Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2, (Widya Cahaya: Jaksrata, 2011), 257-259 
12 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249. 
13 http://averroeisme.blogspot.co.id/2009/06/blog-post.html di akses pada 17 November 2016. 

http://averroeisme.blogspot.co.id/2009/06/blog-post.html
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Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta’zi <r adalah suatu 

istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum 

ditetapkan oleh syara’. Dikalangan Fuqaha, jari<mah-jari<mah yang 

hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah ta’zi <r. Jadi, 

istilah ta’zi<r bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jari<mah 

(tindak pidana). 

 Disamping itu juga hukuman ta’zi <r dapat dijatuhkan apabila hal itu 

dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan 

maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang 

termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut 

tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat 

tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak 

ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikenakan 

hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan 

kepentingan umum. 

Perkembangan teknologi pangan dan non pangan pada saat ini telah 

sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan 

yang digunaka untuk, memproduksi suatu produk olahan. Dengan demikian 

apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, makan 

akan sulit bagi masyarakat awam untuk memilih dan memilah mana produk 

yang halal dan mana yang haram. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan-

peraturan yang jelas yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk 

olahan, disamping itu umat Islam perlu dibekali dengan pengetahuan yang 

cukup tentang masalah ini, bahkan ulama bekerja sama dengan ilmuan dalam 
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menentukan kehalalan, mengingat permasalahan ini memerlukan 

pengetahuan yang mendalam mengenai asal usul bahan itu sendiri dalam 

pengetahuan hukum fikih. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk 

menulis sebuah karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA 

ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS 

PENAMBAHAN FORMALIN KEDALAM PRODUK MIE BASAH 

(STUDI PUTUSAN No.15/Pid.sus/2015/Mgg)” 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam 

penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

1. Faktor - faktor penyebab penambahan formalin ke dalam produk mie 

basah. 

2. Dampak dari penambahan formalin ke dalam produk mie basah. 

3. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan 

No.15/Pid.sus/2015/Mgg terhadap tindak pidana penambahan formalin ke 

dalam produk mie basah. 

4. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penambahan 

formalin kedalam produk mie basah. 

5.  Dampak hukum pemberian sanksi/hukuman oleh Hakim Pengadilan 

Negeri Magelang. 
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar 

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan 

karya ilmiah dengan batasan: 

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penambahan formalin 

ke dalam produk mie basah dalam Putusan No.15/Pid.sus/2015/Mgg. 

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan 

Negeri Magelang dalam tindak pidana penambahan formalin ke dalam 

produk mie basah di Pengadilan Negeri Magelang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan 

memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus penambahan 

formalin ke dalam produk mie basah pada Putusan No.15/ Pid.sus/ 2015/ 

Mgg? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim 

dalam kasus penambahan formalin pada mie basah pada Putusan 

No.15/Pid.sus/2015/Mgg? 

D. Kajian Pustaka 

Sejauh pengamatan dan penelitian penulis mengenai topik yang 

membahas masalah pangan mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, 

status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan penambahan formalin 
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yang menyebabkan penyakit pada manusia secara spesifik maupun secara 

umum penuli pun melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum 

menentukan judul skripsi dan menemukan pembahasan tentang pangan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Umi Chofifah Mahasiswa Siyasah Jinayah Fakultas Syari’ah dan 

Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008 dengan 

judul “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana 

Mengedarkan Pangan yang Tercemar Menurut Pasal 21 jo Pasal 56(d) UU 

No. 7/1996 Tentang Pangan.14 Karya penulis berbeda dengan karya tulis 

Umi Chofifah. Dia menggunakan tinjaun filsafat hukum Islam. Sedang 

penulis menggunakan hukum pidana Islam dan hukum posistif. 

Digunakan penulis di sini adalah pasal 136 huruf b jo. Pasal 75 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang pangan. 

2. Skripsi Risma Qumaila, Mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan 

Kalijaga di Jogjakarta pada tahun 2008, dengan judul “Perlindungan 

Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan”15 

Karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa, perlindungan konsumen terhadap 

penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan. Konsumen berhak 

mendapatkan barang dan jasa yang halal dan bebas dari bahaya. Artinya 

konsumen berhak atas keselamatan dan keamanan baik rohani maupun 

                                                           
14 Umi Chofifah, -- Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Mengedarkan 

Pangan yang Tercemar Menurut Pasal 21 jo Pasal 56(d) UU No. 7/1996 Tentang Pangan, (Skripsi 

– IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008). 
15 Risma Qumaila, -- Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada 

Makanan, (Skripsi – UIN Kalijaga, Jogjakarta, 2008). 
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jasmani atas pemakaian barang dan jasa. Hal tersebut sebagaimana 

dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 195 sementara 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disingkat UUPK, 

konsumen berhak dilindungi dari bahan-bahan konsumsi yang berbahaya. 

Hal ini tercantum dalam pasal 4 UUPK bahwa konsumen berhak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan jasa. Berbeda dengan skripsi Risma Qumaila, penulis lebih berfokus 

pada sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penambahan zat formalin 

kedalam mie basah dan dasar hukum yang digunakan juga adalah UU 

No.18 tahun 2012 Tentang Pangan bukan UUPK. 

3. Daulat Sianturi, mahasiswa Universitas Sumatra Utara Medan, dengan 

judul “Fungsi dan Peranan Lembaga Badan Pengawas Obat dan 

Makanan(BPOM) dalam Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang 

Mengandung Zat Berbahaya”, yang menyimpulkan bahwa badan 

pengawas obat dan makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang 

bertugas melakukan regulasi standarisasi, dan sertifikasi produk makanan 

dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, 

penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk 

lainnya sedang karya penulis lebih membahas tentang sanksi pidana 

pelaku penambahan zat berbahaya kedalam makanan bukan membahas 

sebuah fungsi dan peran lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) 
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E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 

15/Pid.sus/2015/Mgg tentang penambahan formalin dalam produk mie 

basah. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana penambahan formalin 

dalam produk mie basah dalam putusan Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg di 

Pengadilan Negeri Magelang. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

dalam dua aspek yaitu: 

1. Aspek keilmuan (teoretis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

atau pedoman untuk menyusun teori penulisan berikutnya bila ada 

kesamaan masalah ini memperluas khazanah keilmuan, khususnya tentang 

tindak pidana penambahan formalin kedalam makanan. 

2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi 

hukum bagi masyarakat tentang pelanggaran pidana pangan betapa 

pentingnya waspada jika membeli bahan makanan khususnya mie basah 

yang diindikasikan tercampur dengan zat berbahaya formalin.  
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G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman 

terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa 

istilah sebagai berikut: 

1. Analisis Hukum Pidana Islam: Menganalisis tentang hukum syara’ yang 

berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jari<mah) dan 

hukumannya (uqu<bah), yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Hukum Ta’z<ir karena berkaitan dengan tindak pidana penambahan 

formalin kedalam produk mie basah. 

2. Putusan Hakim pada Kasus Penambahan formalin ke dalam produk mie 

basah: Yang dimaksud dengan putusan hakim pada kasus ini adalah 

sebuah keputusan yang sudah di putus di pengadilan Negeri Magelang 

No.15/Pid.sus/2015/Mgg tentang tindak pidana penambahan formalin 

kedalam produk mie basah. 

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti putusan Pengadilan 

Negeri Magelang No.15/Pid.sus/2015/Mgg mengenai pertimbangan hakim 

yang digunakan untuk memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana 

penambahan formalin ke dalam produk mie basah kemudian dianalisis dengan 

hukum pidana Islam. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya.16 Agar dalam penyusunan skripsi ini 

mencapai hasil yang maksimal, metode dalam penulisan yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk katagori penelitian kepustakaan (library 

reseachr) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku dan 

data-data yang diperoleh dari study pustaka, baik berupa buku maupun 

hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen. Jenis penelitian ini 

digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang 

berkaitan dengan persoalan yang dikaji oleh penulis sehingga penulis 

dapat memahami, mencermati dan menganalisa berdasarkan data yang 

diperoleh tersebut. 

2. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak 

pidana penambahan formalin dalam produk mie basah dalam putusan 

Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg di Pengadilan Negeri Magelang. 

3. Sumber data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi 

ini digunakan dua sumber data yaitu: 

                                                           
16 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. 13, (Jakrta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), hal. 160.  
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a. Sumber primer: Sumber primer dari penelitian ini adalah Putusan 

Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg di Pengadilan Negeri Magelang. 

b. Sumber sekunder: adalah sumber yang menunjang kelengkapan data.17 

Yang didapat dari KUHP, UU No. 18 tahun 2012 dan sumber tidak 

langsung yang berguna untuk mendukung kelengkapan penelitian ini. 

Data yang dimaksud antara lain: 

1)  Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, tahun 2007. 

2) H. Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah, tahun 1997. 

3) Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, tahun 1986. 

4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, tahun 2005. 

5) Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, 

tahun 2006.  

6) Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, tahun 2009.  

7) Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, tahun 1992. 

3. Teknik pengumpulan data 

   Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian studi kasus yang 

bersifat dokumentasi. Dokumentasi adalah menghimpun data-data 

yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada 

baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.18  

maka penulis menggunakan Teknik Dokumenter yaitu dengan 

mengumpulkan data-data seperti Putusan Pengadilan Negeri Magelang 

                                                           
17 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik, Cet. Ke-7, (Bandung: 

t.n.p., 1994), 30 
18Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

216.   
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dan buku bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan tindak 

pidana penambahan zat formalin kedalam makanan. Bahan pustaka 

yang digunakan disini adalah buku yang ditulis oleh para ahli hukum 

dan pakar terutama dalam hukum pidana dan hukum Islam. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen, 

atau melalui berkas yang ada.19 Dokumen yang dimaksud disini adalah 

putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg. 

4. Teknik Pengolahan Data  

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian 

diolah, berikut tahapan-tahapannya: 

a. Editing: Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, 

tentang kajian hokum pidana Islam terhadap tindak pidana 

penambahan formalin dalam produk mie basah dalam putusan 

Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg. 

b. Organizing: Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum 

pidana Islam terhadap tindak pidana penambahan formalin dalam 

produk mie basah dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 

15/Pid.sus/2015/Mgg. 

c. Analizing: Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana 

Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi 

                                                           
19 http://www.ruswanto.com/p/teknik-pengumpulan-data.html diakses pada 17 November 2016. 

http://www.ruswanto.com/p/teknik-pengumpulan-data.html
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tindak pidana penambahan formalin dalam produk mie basah dalam 

putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data   yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dalam 

melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriftif analisis 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.20 Jadi 

mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang 

tindak pidana  menambahkan formalin dalam mie basah  ditarik  

kepada  permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putusan 

Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg dan 

relevansinya dengan hukum pidana Islam. 

I. Sistematika Pembahasan 

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan 

Hakim pada Kasus penambahan formalin dalam produk mie basah dalam 

putusan Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg Pengadilan Negeri Magelang. 

diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui 

kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
20Moh. Nazir, Metode Peneitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63. 
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Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari 

beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab 1 

adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan 

untuk lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang dilakukan 

sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami. 

Bab II menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep 

ta’zi <r dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian ta’zi <r, unsur-

unsur ta’zir, macam-macam jarimah ta’zi <r, macam-macam hukuman ta’zi <r 

dan manfaat/tujuan ta’zi<r. 

Bab III tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Magelang 

Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus 

tindak pidana penambahan formalin dalam produk mie basah, landasan dan 

pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri 

Magelang. 

Bab IV Menganalisis mengenai tindak pidana penambahan formalin dalam 

produk mie basah menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum 

yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi 

pelaku tindak pidana penambahan formalin dalam produk mie basah dalam 

putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg. 
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Bab V Merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan 

kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan 

kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok 

bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri 

Magelang dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan 

skripsi ini. 


